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AKSELERASI MODEL PRINCIPAL AGENT DALAM ALOKASI DANA DESA
(ADD) DAN KETERLIBATAN PEJABAT DAERAH DALAM
MENCIPTAKAN BUDGETARY SLACK

Syaiful Arifin

Abstract: This research provides insight to the local authorities as a holder of
power especially in the area of public financial management system in order to
establish clear and measurable reward will motivate local device officials
specifically at the village level to Excel so that in drawing up the budget does
not create Budgetary Slack. In addition also gives insight to the village chief as
one of those who gained the authority to draw up a budget for a work unit so
that it does not perform the manipulation of information so that Budgetary Slack
does not occur. In addition, as well as efforts to improve Capacity Building
System and institutional structure of the village, it takes the ability of human
resources who can manage the village is aspirational, transparent and
accountable. Therefore, improved human resource capabilities in this village
became the absolute demands of the apparatus. Expected with existing
capabilities and the training models developed can enlarge capacity and
ultimately can improve the performance of the apparatus of the village. This
effort is important only with human resources capable of encouraging the
growth and development of the village.

Keywords: Accelerated Principal Agent Model, the village Fund Budgets,
Budgetary Slack

Perubahan paradigma penyeleng-
garaan pemerintahan  dalam  wujud
pelaksanaan otonomi daerah yang luas,
nyata dan bertanggung jawab telah
menjadikan Pemerintah Daerah sebagai
ujung tombak dalam pelaksanaan tugas-
tugas pemerintahan terutama dalam
memberikan pelayanan kepada
masyarakat. Sebagai konsekuensi dari
perubahan tersebut maka perlu adanya
penataan ulang berbagai elemen dalam
sistem  penyelenggaraan ~pemerintahan
dalam rangka manifestasi pelaksanaan
otonomi daerah. Karena pada dasarnya
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tujuan pelaksanaan otonomi daerah adalah
untuk  meningkatkan  kesejahteraan
masyarakat.

Otonomi daerah telah berjalan sejak
Januari tahun 2001, dalam beberapa hal
otonomi daerah yang dilegalkan dengan
UU no. 22 tahun 1999 tentang pemerintah
daerah, dan UU No. 25 tahun 1999
tentang perimbangan keuangan  telah
menjadi tonggak dalam pemerintahan
negeri ini, Dibeberapa wilayah otonom di
negeri  ini,memang  otonomi telah
melahirkan sistem pemerintahan yang
demokratis, transparan dan akuntabel
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serta  yang  palmg  pentng mampu
membenkan  kesejahteraan pada
rakvatnva  melalm sepala bentuk

pelayanan publik dan terpenubinya hak-
hak dasar yang baik. Namun di beberapa
dacrah otonom tidak demikian terjadi.
Kemudian lahir UU  No. 32 tahun
2004 Dan UU no 33 tahun 2004, scbagai
terhadap UU vyang telah ada.
dan

revist
kelemahan
kelebithan yang ada dalam UU terscbut,
sclain langkah fantastik pilkada langsung
yang mengikuti trend pilpres langsung
adalah adanya
digunakan

Dengan  berbagai

wacana baru yang
paradigma
pemberdayaan masyarakat dalam proses
pembangunan yakni UU No. 32 tahun
2004 ini jika dikaji secara mendalam

telah  memberikan

dalam

peluang bagi
pemberdayaan masyarakat desa dengan
telah mendudukan fungsi desa sebagai
komponen  pelaksanaan pembangunan
yang sangat penting. Dalam pasal 215
ayat I UU No. 32 tahun 2004 secara
tegas menyebutkan bahwa pembangunan
kawasan pedesaan yang dilakukan oleh
Kabupaten/Kota dan atau pihak ketiga
mengikut sertakan pemerintah desa dan
Badan permusyawaratan desa (BPD).
Kemudian adanya PP 72 tahun 2005
tentang  desa sangat jelas mengatur
tentang - pemerintahan  desa, termasuk
didalamnya tentang kewajiban yang tidak
bisa  ditawar-tawar

oleh  Pemerintah
Kabupaten

untuk  merumuskan
peraturan  daerah
Alokasi Dana Desa (ADD) sebagai
dari  kewenangan fiskal desa
mengatur dan mengelola keuang

dan
tentang
bagian
untuk
annya,

membuat
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Selanjutnya  bagi hasil pajak dac:.-a:-;
kabupaten/kota  paling  sedikit Y
(sepuluh persen) untuk desa dap dan
kabupaten/  kota sebagian
diperuntukkan bagi desa, dan bagian dari
dana perimbangan keuangan pusat g,
daerah yang diterima olch kabupaten/ko
untuk desa paling sedikit
pembagiannya

retribusi

10%. yang
desa  secar
proporsional yang merupakan Alokas
Dana Desa (ADD). Kemudian pendapatan
itu bisa bersumber lagi dari bantuan
keuangan dari pemerintah, pemerintah
provinsi, dan pemerintah kota/kabupaten
dalam  rangka pelaksanaan  urusan
pemerintahan, serta hibah dan sumbangan
dari pihak ketiga yang tidak mengikat.

Selanjutnya  regulasi  yang ads
tentang  desa juga membolehkan desa
untuk mendirikan badan usaha milik desa
(BUMDes) sesuai dengan kebutuhan dan
potensi desa. Artinya desa sesungguhnya
telah  didorong, dan
diharapkan  menjadi  mandiri ¢
berdikari. Apalagi bergulimya dana-dan?
perimbangan tersebut melalui alokast
dana desa (ADD) harus menjadikan dest
benar-benar scjahtera. Namun semua i
masih dalam angan-angan, untuk persol®

setiap

diupayakan
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ADD saja, meski telah diwajibkan untuk
dianggarkan di pos APBD
dibeberapa daerah masih ‘
melakukanya.

Desa dan masyarakat j dalamnya
merupakan sendi utama bangsa dan
negara kesatuan Republik
dimana terdapat

namun
belum

Indonesia,
potensi sumberdaya
manusia dan sumber daya alam terbesar

yang perlu dikelola dan diolah serta
dikembangkan melalui berbagai kegiatan
pembangunan  yang  bertumpu pada
“kesatuan dan sinergitas masyarakat”
sebagai pelaku utama pembangunan.
Untuk itu  seharusnya proses
transformasi kearah pemberdayaan desa
terus dilaksanakan dan didorong oleh
semua elemen untuk menuju otonomi
desa yang ’berdaulat’.,
menata capacity building system dan
struktur kelembagaan desa agar terbina
daya manusia yang mampu
memanage desa  dengan  aspiratif,
transparan dan akuntabel. Dan ini juga
menjadi kewajiban aparat pemkab yang
ada diatasnya untuk membina dan
memberdayakan agar kapasitas aparatur
desa meningkat, Persoalannya adalah
apakah kewajiban mengalokasikan ADD
sudah dilaksanakan, kalaupun sudah,
bagaimana implementasinya, bagaimana

tingkat efektifitas pengelolaan ADD oleh
desa.  Apakah ADD

aran yang tepat terutama
gunan

sembari terus

sumber

pemerintahan

mempunyai sas
pada program-program pemban
desa untuk peningkatan kesejahteraan
desa, dan sejauhmana

masyarakat
t desa/ kepala desa

kemampuan apara
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dalam mengelola ADD secara efektif
schingga tidak terjadi Budgeting Slack.
Dalam hal ini dibutuhkan suatu
pemahaman yang sama seluruh perangkat
desa sebagai ujung tombak pembangunan
desa. Kesiapan dalam rangka pemanfaatan
ADD secara optimal serta kesiapan untuk
memahami  persoalan-persoalan  desa.
Sehingga ADD terarah pada sasaran
program-program yang tepat. Sering kita
jumpai penggunaan dana alokasi tidak
tepat sasaran sehingga dapat meinbulkan
pemborosan sumber-sumber

pembangunan desa. Oleh karenanya
Sudah menjadi kegiatan yang mendesak
dalam peningkatan pemberdayaan desa
dengan memberikan kemampuan aparat
untuk melaksanakan tugas dan tanggung

jawabnya.

TINJAUAN PUSTAKA
Model Principal Agent

Model Principal Agent merupakan
alternatif pilihan strategi kebijakan yang
tepat sebagai salah satu model yang

bertujuan  menciptakan  akuntabilitas
publik  secara partisipatif ~ dalam
perumusan kebijakan alokasi dana desa
kaitannya dengan pengembangan

pembangunan di dacrah.

Proses transformasi ke
pemberdayaan desa terus dilaksanakan
dan didorong oleh semua elemen untuk
menuju otonomi desa yang ber’daulz?t',
sembari terus menata capacity building
dan struktur kelembagaan desa

arah

system
agar terbina SDM  yang m'flml?u
memanage  desa dengan  aspiratif,
transparan dan akuntabel. Dan ini juga
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Pemerintah
untuk

menjadi - kewajiban
yang

dan

aparal
ada  dintasnya

memberdayakan
meningkat.

Dacrah
membina agar

Kapasitas  aparatur  desa
Schingga tidak selalu dianggap tidak
mampu.

Pemerintah Daerah harus
mempunyai goodwill dan political will
untuk  mengimplementasikan ~peraturan
yang telah ada ke dalam bentuk praksis.
Seperti kewajiban untuk mengalokasikan
ADD  yang sesungguhnya memang
menjadi  hak desa. Disamping itu
pemerintah  kabupaten bersedia untuk
membuat peraturan daerahnya, atau tetap
dengan paradigma lama yaitu takut
berkurang jatahnya jika ADD di perdakan,
atau masih selalu menganggap desa belum
mampu mengelola pemerintahan termasuk
keuangannya. Demikian pula dengan
DPRDnya harus bersedia atau berniat baik
untuk mengagendakan dan membuat
perda tentang ADD.

Alokasi Dana Desa (ADD) dan Otonomi
Daerah

Adanya PP No.72
tentang Desa

tahun 2005
sangat jelas mengatur
tentang pemerintahan  desa, termasuk
didalamnya tentang kewajiban yang tak
bisa ditawar-tawar oleh Pemkab untyk
merumuskan dan  membuat peraturan
daerah tentang Alokasi Dana Desa (ADD)

sebagai bagian dari kewenangan fiskal

desa untuk mengatur dan mengelola

keuangannya. Pengelolaan keuangan desa
pun menjadi wewenang desa yang mesti
terjabarkan dalam peraturan desa (Perdes)
lentang anggaran pendapatan dap belanja
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dan
fack

desa  (APBDes).  Dengan SUmbe

: r
pendapatan yang berasal dari pendapg,
asli desa sceperti dari hasil g

aha desg
hasil kckayaan desa, hasil sw

aday, dar:
partisipasi, hasil gotong royong, dan b
pendapatan  asli  desa yang sy
Selanjutnya bagi hasil pajak dacrgy,
Kabupaten/Kota  paling  sedikiy 10,
(sepuluh per seratus) untuk desa dgp, dari
retribusi Kabupaten/Kota scbagiay
diperuntukkan bagi desa, dan bagiay, dari
dana perimbangan keuangan pusa dan
daerah yang diterima oleh
Kabupaten/Kota untuk Desa paling sedi;,
10%, yang pembagiannya untuk setiap
Desa secara proporsional yang merupakap
alokasi dana desa (ADD).

Pendapatan bisa bersumber lagj dayj

lain

bantuan keuangan  dari Pemerintah,
Pemerintah  Provinsi, dan Pemerinta
Kabupaten/Kota dalam rangka

pelaksanaan urusan pemerintahan, serta
hibah dan sumbangan dari pihak ketiga
yang tidak mengikat. Selanjutnya regulasi
yang ada tentang desa juga membolehkan
desa untuk mendirikan badan usaha milik
desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi
desa. Artinya desa sesungguhnya telah
didorong, diupayakan dan diharapkan
menjadi mandiri dan berdikari.
Bergulirnya dana-dana perimbangan
tersebut melalui Alokasi Dana Dest
(ADD) harusnya menjadikan desa benar-
benar sejahtera. Namun memang ini
semua masih dalam angan-angan, untuk
persoalan  ADD  saja, meski telah
diwajibkan untuk dianggarkan di PoS
APBD, namun lebih banyak dacrah yans

belum melakukannya.  Untuk it
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scharusnya proses transformasi ke arah
pemberdayaan desa terus dilaksanakan
dan didorong oleh semua elemen untuk
menuju otonomi desa yang berdaulat,
sembari terus menata, capacity building
system dan struktur kelembagaan desa
terbima SDM
desa

agar
memanage aspiratif;,
transparan dan akuntabel. Dan...ini juga
menjadi kewajiban aparat pemkab yang
ada diatasnya untuk dan
memberdayakan agar kapasitas aparatur
desa meningkat. Sehingga tidak selalu
dianggap tidak mampu.

Seperti untuk
mengalokasikan ADD yang sesungguhnya

yang mampu
dengan

membina

kewajiban

memang menjadi hak desa, pemerintah
daerah bersedia  untuk
membuat peraturan daerahnya, atau tetap
dengan paradigma lama dan basi yakni
takut berkurang jatahnya jika ADD di
perdakan, atau masih selalu menganggap

diharapkan

desa belum mampu mengelola
pemerintahannya termasuk keuangannya.
Jika  pemerintah daerah  termasuk

DPRDnya masih tidak bersedia atau tidak
berniat baik untuk mengagendakan dan
membuat perda tentang ADD ini, maka
desa berhak menggugat dan melakukan
pelaporan, karena ini tindak kejahatan dan
melanggar peraturan yang lebih tinggl
yakni UU No.32 tahun 2004 dan PP

NO.72 tahun 2005.

Budgetary Slack
Dalam pemerinlah

daerah, proses penyusunan dan penetapan
APBD merupakan proses politik yang
melibatkan berbagai pihak baik darl

organisasi
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cksekutif, legislative maupun masyarakat,
LSM tokoh-tokoh ~ masyarakat.
Masing-masing pihak mempunyai
kepentingan tertentu baik tersembunyi
maupun terang-terangan yang satu dengan
yang lain interaksinya bisa jadi saling
berbenturan. Sumber munculnya
pertentangan kepentingan bias disebabkan
oleh  adanya  kepentingan untuk
memperoleh keuntungan materiil lebih

atau

besar.

Dalam proses penetapan kebijakan
anggaran seringkali menjadi pusat arena
pergumulan  politik, tarik  menarik
kepentingan dan perebutan,lewat proses
negosisasi atau loby-loby politik tertentu
yang berliku-liku melibatkan  banyak

policy  stakeholder —untuk memenuhi
tercapainya kesepakatan politis. Untuk
memahami kebijakan anggaran

(budgeting policy), dapat ditelusuri secara
cermat, perilaku, motivasi para aktornya
sehingga diperoleh jawaban siapa yang
memperoleh apa, berapa banyak, mengapa
dan dengan cara bagaimana usulan
anggaran yang tidak sebenarnya, sengaja
diciptakan oleh pejabat daerah (budgetary
slack) untuk mengamankan motive
personal yang tidak sama.

Pentingnya Model Principle Agen dalam
penyusunan anggaran desa (ADD)
Otonomi daerah telah berjalan
sejak januari tahun 2001, dalam beberapa
hal otonomi darah yang dilegalkan dengan
UU no. 22 tahun 1999 tentang pemerintah
daerah, dan UU No. 25 tahun 1999

tentang perimbangan keuangan telah

menjadi tonggak dalam pemerintahan
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Sys#id Anfin

negen . Dibeberapa wilavah otonom di

negen i, memang  otononn  telah
melahirkan  sistem pemerintahan— yang
demokraus, transparan  dan  akuntabel
S yang  paling  penting  mampu
membenikan  Kesejahteraan pada

rakyamya melalui segala bentuk pelayana
public dan terpenuhinya  hak-hak dasar
yang baik. Namun di beberapa daerah
otonom tidak demikian terjadi.

Adanya UU No. 32 tahun 2004
Dan UU no 33 whun 2004, adalh sebagali
revisi terhadap UU vang telah ada.
Dengan berbagai  kelemahan  dan
kelebihan Yang ada dalam UU tersebut.
Jika dikaji secara mendalam telah
memberikan peluang bagi pemberdayaan

masyarakat desa dengan  telah
mendudukan  fungsi desa  seba gai
komponen pelaksanaan pembangunan

yang sangat penting. Dalam pasal 215
ayat 1 UU No. 32 tahun 2004 secara
'egas menyebutkan bahwa pembangunan
kawasan pedesaan yang dilakukan oleh
Kabupaten/Kota dan atau pihak ketiga
mengikut sertakan pemerintah desa dan
Badan permusyawaratan desa (BPD).
Kemudian adanya PP 72 tahun 2005

tentang desa sangat jelas mengatur

tentang pemerintahan desa, termasuk
didalamnya tentang kewajiban yang tidak
bisa ditawar-tawar oleh pemkab untuk
merumuskan  dan  membuat peraturan
daerah tentang Alokasi Dana Desa (ADD)
sebagai bagian dari kewenangan fiska]
desa untuk mengatur  dan  mengelola
keuangannya. Pengelolaan keuangan desa
pun  menjadi wewenang  desa

yang
mestinya terjabarkan dalam pera

turan
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W39
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Dengan sumber pendapat
dan pendapatan ashi degy sepery

) | h"]s'll
usaha desa, hasil kekaya;

N desy,

. P hasj]
kekayaan dan partisipasi,

asi| Zolop
atan asl; g,
yang sah. Sclanjutnya bagi hasil

daerah kabupaten/kota paling sedikip
(sepuluh persen) untuk degy dan
retribusi  kabupaten/  korg Sebagiy,
diperuntukkan bagi desa, dan bagian gy
dana perimbangan keuangan pUSAl g
daerah yang diterima oleh kab“Paienﬂcma

royong dan lain-lain pendap

Pajak
1] %
dan

untuk desa paling sedikit 10%, Yang
pembagiannya  setiap  desa secarg

proporsional yang mcrupakan Alokas;
Dana Desa (ADD). Pendapatan ity bisa
bersumber lagi dari bantuan keuangan
dari pemerintah, pemerintah provinsi, dan
pemerintah kota/kabupaten dalam rangka
pelaksanaan urusan pemerintahan, serta
hibah dan sumbangan dari pihak ketiga
yang tidak mengikat. Demikian pula
bahwa regulasi yang ada tentang desa juga
membolehkan desa untuk mendirkan
badan usaha milik desa(BUMDes) sesuai
dengan kebutuhan dan potensi desa.
Artinya  desa  scsungguhnya  telah
didorong, diupayakan dan diharapkan
menjadi mandiri dan berdikari. Apalagi
bergulimya  dana-dana perimbangan
tersebut melalui alokasi dana desa (ADD)
harus  menjadikan  desa  benar-benar
sejahtera. Namun semua ini masih dﬂl"‘_m
angan-angan, untuk persolan ADD saj%,
meski telah diwajibkan untuk dianggarkan
di pos APBD, namun dibeberapa dacrah
masih belum melakukanya.
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negeri ini, Dibeberapa wilayah otonom di

negeri  ni,

memang  otonomi  telah
melahirkan  sistem pemerintahan  yang
demokratis, transparan  dan  akuntabel
Serta yang  paling  penting  mampu
memberikan  kesejahteraan pada

rakyatnya melalui segala bentuk pelayana
public dan terpenuhinya  hak-hak dasar
yang baik. Namun di beberapa daerah
otonom tidak demikian terjadi.

Adanya UU No. 32 tahun 2004
Dan UU no 33 tahup 2004, adalh sebagai
revisi terhadap UU yang telah ada.
berbagai  kelemahan  dan
kelebihan yang ada dalam UU tersebut.
Jika dikaji secara mendalam telah
memberikan peluang bagi pemberdayaan

Dengan

masyarakat  desa dengan  telah
mendudukan fungsi  desa sebagai
komponen pelaksanaan pembangunan

yang sangat penting. Dalam pasal 215
ayat 1 UU No. 32 tahun 2004 secara
tegas menyebutkan bahwa pembangunan
kawasan pedesaan yang dilakukan oleh
Kabupaten/Kota dan atau pihak ketiga
mengikut sertakan pemerintah desa dan
Badan Permusyawaratan desa (BPD).
Kemudian adanya PP 72 tahun 2005
tentang desa sangat jelas
tentang  pemerintahan desa,

didalamnya tentang kewajiban
bisa ditawar-

mengatur
termasuk
yang tidak

tawar oleh pemkab untuk
merumuskan dap membuat

daerah tentang Alokasi Dana De
sebagai bagian darj kewenan
desa untuk mengatur dap

keuangannya, Pengelolaan keu
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!'ack
desa  (Perdes).  Tentang anggaran
pendapatan  dan belanja desa (APBD).

Dengan sumber pendapatan yang beragy,
dari pendapatan asli desa sepert hasi|
usaha desa, hasil kckayaan desa, hasij
kekayaan dan partisipasi, hasi] gotop
royong dan lain-lain pendapatan asli deg,
yang sah. Selanjutnya bagi hasij Pajak
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(sepuluh persen) untuk desa dap dari
retribusi  kabupaten/  kota Sebagijap
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daerah yang diterima oleh kabupaten/k oy,
untuk desa paling sedikit

10%, Yang
pembagiannya

setiap  desa secara
proporsional yang merupakan Alokasi
Dana Desa (ADD). Pendapatan ity bisa
bersumber lagi dari bantuan keuangan
dari pemerintah, pemerintah provinsi, dap
pemerintah kota/kabupaten dalam rangks
pelaksanaan urusap pemerintahan, serta
hibah dan sumbangan darj
yang tidak mengikat,
bahwa regulasi

pihak ketiga
Demikian pula
yang ada tentang desa juga
membolehkan degy untuk  mendirikan

badan usaha mjlik desa(BUMDes) sesuai
dengan kebutuhan dg

I potensi desa.
Artinya

sesungguhnya  telah
kan dan diharapkan
dan berdikari. Apalagi

desa
didorong, diupaya
menjadi mandiyi

bergulimya dana-dana perimbangan
tersebut melalyj alokasi dana desa (ADD)
harus menjadikan  desa  benar-benar

sejahtera, Namun semya ip; masih dalam
angan-angan, ypguk persolan ADD saja,
meski telah diwajibkan untuk dianggarkan

di pos APBD), namun dibeberapa daerah
masih belum melakukanya,
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Untuk itu proses
transformasi kearah pemberdayaan desa
terus dilaksanakan dan didorong oleh
semua elemen untuk menuju otonomi
desa yang ’berdaulat’., sembari terus
menata ’‘capacity building system’ dan
’struktur kelembagaan desa’ agar terbina

seharusnya

sumber daya manusia yang mampu
memanage desa  dengan  aspiratif]
transparan  dan  akuntabel (Model
Principle Agent).

Menjadi kewajiban aparat

pemerintah daerah yang ada diatasnya
untuk membina dan memberdayakan agar
kapasitas aparatur desa meningkat.
Sehingga dibutuhkan suatu pemahaman
yang sama seluruh perangkat desa sebagai
ujung tombak pembangunan
Kesiapan dalam rangka pemanfaatan

ADD secara optimal serta kesiapan untuk
desa.

desa.

memahami  persoalan-persoalan
Sehingga ADD pada sasaran
program-program yang tepat. Sering kita
jumpai penggunaan dana alokasi tidak
tepat sasaran sehingga dapat meinbulkan
pemborosan sumber-sumber
pembangunan desa. Oleh karenanya
Sudah menjadi kegiatan yang mendesak
dalam peningkatan pemberdayaan desa
dengan memberikan kemampuan aparat
untuk melaksanakan tugas dan tanggung

jawabnya.

terarah

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian
Jenis penlitian adalah diskripstif

kualitatif , dalam hal ini menggunakan
metode tutorial dan pelatihan simulast,
disertai dengan bahan-bahan latihan yang
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dapat memberikan tambahan pengetahuan
dan ketrampilan peserta. Tim (personal)
pemberi materi untuk program ini akan

dipilih dari orang yang benar-benar
memahami potensi dan masalah yang
terjadi  di  pedesaaan.  Sedangkan
recruitment anggota tim didasarkan

seleksi atas dasar pemahaman, penalaran
dan dapat berkomunikasi dengan baik
untuk melaksanakan tutorial dan pelatihan
yang dikait dengan program dimaksud.

Metoda yang Digunakan
Gambar |

Prosedur dan Teknik Pengumpulan Data

Bt

Proses Memasukl Latar FGD (FOCUS GROUP
Fenelitian (gatiing In} DJSG{JsleN?

1 B (e WAWANCARA MENDALARM
Wetlka Berada di Lokasi Fanelitsn LTt INTERVIEW)
(gweting » fomg)

+

PROSEDUR PENGUMPULAN DATA TEKNIK PENGUMFULAN DATA § ,
-

DBSERWVASI
(OESERVATION)

DOKUMENTAS!
(DOCLURAENTATION)

Prosss Mengumpulkan Dats
(logging rhe dais}

Berpijak dari temuan di atas, maka
metode yang digunakan dalam penelitian
ini dengan menggunakan dua
pendekatan yaitu “Cost-Benefit” dan
“Cost-Effectiveness Analysis .

Berdasarkan  pemikiran
disampaikan  diatas
konseptual penelitian ini adalah sebagai

berikut:

adalah

yang

maka kerangka
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Gambar 2
Kerangka Konseptual Penelitian

Public Policy

o Pemerintah Dacrah/Negara
ADD
————— >
Budgetery Slack

BPD Pemerintah Desa

|

1

v

Prosedur Manajerial
Sumber: analisis peneliti, 2013

Hasil dari penclitian inj diharapkan
penyelenggara pemerintahan
(pemerintah daerah) agar dapat
menyatukan tindakan dan kebijaksanaan
dengan tatanan nilaj yang hidup dan
berkembang di dalam masyarakat. Aparat
birokrasi dituntut sensitif, responsif dan
akuntabel dalam mewujudkan good Jocal
governace.  Good  Governance
mendesak untuk diwujudkan dj ¢
Pusat  ataupun daerah (good
governance). Kedudukan daerah
strategis  dengan

agar

sangat
ingkat
local

sangat
adanya kebijakan
daerah.  Daerah disamping

sebagai garda untuk
mempertahankan keutuhan bangsa juga
sebagai garda depan untuk menciptkan

otonomi
berfungsi

100

Akuntabilitas Publik

Indonesia yang satu dan maksmur secara
lebih  konkrit. Pemerintah  daerah
merupakan wujud kuncj perwujudan good
governance, vyaim sebagai katalisator
sekaligus koordinator bagi institusi
pemerintah dan nop
bersama-sama

semi-
-pemerintah untuk
membentuk  kolaborasi
yang efektif mengatasi permasalahan,
menampung kepentingan publik  dan
memenuhj kebutuhan masyarakat.
Langkah terdekat yang harus dilakukan
oleh pemerintah daerah dalam rangka
mewujudkan  good  focal governance
adalah melakukan pembenahan terhadap
kelembagaannya yaitu
menyelesaikan  permasalahan-permasa-
lahan yang terjadi di masing-masing

sendiri

5

i
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lembaganya.  Salah dengan
mewujudkan pelayanan publik yang bebas
dari mal-administrasi.

satunya

HASIL PENELITIAN

Pejabat Dacrah (Aparat Desa) Dalam
Menyusun Anggaran  Cenderung
Menciptakan Budgetary Slack

Penckanan anggaran merupakan
variabel yang dapat menimbulkan
budgetary slack dengan argumentasi
untuk meningkatkan kompensasi. Budget
emphasis  adalah  kondisi  bilamana
anggaran dijadikan faktor yang paling
dominan dalam pengukuran kinerja
bawahan  pada  suatu  organisasi.

Pengukuran kinerja berdasarkan anggaran
yang telah disusun membuat bawahan
akan berusaha memperoleh variance yang
menguntungkan  dengan menciptakan
slack, antara lain dengan merendahkan
penghasilan dan meninggikan biaya pada
saat penyusunan anggaran.

Jika bawahan meyakini

penghargaan (reward) Yang diberikan

tergantung pada pencapaian target dalam
anggaran, bawahan akan mencoba
membangun slack dalam anggarannya.
Timbulnya budgetary slack tergantung
pada sejauh individu  lebih
mementingkan diri sendiri atau bekerja
organisasinya. Ini
tingkat

mana
demi kepentingan
merupakan  aktualisasi dari
komitmen yang dimilikinya. Hal ini juga
terjadi di Pemerintah Desa Karangwidoro,
Kecamatan DAU Kabupaten Malang.
Ketidakpastian ~ lingkungan rendah
mendorong terjadinya budgetary slack

keterbatasan  atasan dalam

karena
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menganalisis scluruh informasi.
Walaupun pada kondisi ketidakpastian
rendah  informasi  mudah  dipcroleh,
kemampuan analisis atasan tctap terbatas.

Dalam proscs pengusulan seringkali
atasan tidak sepenuhnya dapat mengakses
dan memproses informasi  terutama
informasi teknis yang lebih dikuasai
bawahan yang membidanginya. Dimana
atasan perlu bantuan bawahan untuk
memproses informasi agar menghasilkan
analisis yang akurat. Kondisi ini dapat
dimanfaatkan bawahan untuk melakukan
tindakan negatif ~demi  kepentingan
pribadinya dengan memberikan informasi
bias  kepada  atasan. Di  Desa
Karangwidoro pencntuan usulan bantuan
yang diajukan berdasarkan musyawarah
warga.

Dari hasil penelitian ditemukan

bahwa partisipasi dalam

penyusunan
anggaran, asimetris informasi, penekanan
anggaran, dan komitmen pemerintah desa
secara serempak berpengaruh signifikan
terhadap slack anggaran. Di samping itu,
partisipasi dalam penyusunan anggaran
dan penckanan anggaran mempunyai
pengaruh signifikan dan positif terhadap
slack anggaran. Scbaliknya, asimetri
informasi dan komitmen organisasi tidak

berpengaruh  signifikan terhadap slack

anggaran.

Partisipasi ~ dalam  penyusunan
anggaran memberikan  kewenangan
kepada Pejabat Daerah

pcrtanggungjawnbnn untuk menetapkan

isi anggaran mereka. Kewenangan ini

disalahgunakan oleh para partisipan

B Dipindai dengan CamScanner


https://v3.camscanner.com/user/download

Syaitul Anfin, Aksoloras! Model Principal Agent Dalam Alokasi Dana Desg (4 D

schingga  dapat  merugikan  lembaga
(instansi). Penyalahgunaan ini dilakukan
dengan pembuatan organizational slack.
Slack adalah selisih antara sumber daya
yang sebenamya diperlukan untuk efisien
menyclesaikan suatu tugas dan jumlah
sumber daya yang lebih besar yang
diperuntukkan bagi tugas terscbut. Slack
diciptakan  dengan  mengestimasikan
lebih
mengestimasikan biaya lebih tinggi, atau
menyatakan terlalu tinggi jumlah input

yang dibutuhkan untuk memproduksi
Suatu unit output,

pendapatan rendah,

Dalam arti lain, slack anggaran,
sebagai pengungkapan yang dimasukkan
dalam anggaran yang memungkinkan
mudah dicapai. Jika anggaran lebih
mudah dicapai karena adanya slack atau
faktor-faktor lain sebagai akibat adanya
partisipasi dalam penyusunan anggaran,
yang terjadi adalah menurunnya atau
menghilangnya  keuntungan motivator
yang sesungguhnya. Slack yang terjadi
dalam penyusunan anggaran disebabkan
oleh  bawahan  kurang  memiliki
pengetahuan  serta  keterampilan yang

memadai. Budgetary slack merupakan

suatu  usaha  untuk  memperindah
anggaran.  Budgetary  slack Jjuga
digambarkan  sebagai dysfunctional

behavior karena pimpinan berusaha untuk

memuaskan kepentingannya yang
nantinya akan mery gikan lembaganya
(instansi).

Koterfibatan Pejabal Daerah Dalam Menciptakan Budgetar, S;;an
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Ck
Model Principal Agent [)ap a
Mengurangi - Adanya  Tekangy D

arj
Atasan Dalam Menggunakan

’\nﬂgllr;]n
yang Menciptakan Budgetary slack

Pembangunan  pada h“kﬂkalnya
merupakan suatu Upaya yp
meningkatkan  kesejahteraan rakyay

Tidaklah mudah untuk mc“’ujudkan
tujuan pembangunan tersebut, melainky),
memerlukan waktu dan proseg Yang
panjang dan bertahap. Hanya melaly;
proses perencanaan yang matang. cfeks
dan terarah tujuan pembangunan terseby,
dapat dicapai dengan baik.

Semenjak berlakunya Undang
Undang No. 22 Tahun 1999 Yang
diperbaharui  dengan Undang-undang
32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah, pemerintah daerah
mempunyai kewenangan yang lebih g
dalam pengclolaan daerahnya. Munculnya
Undang-Undang tersebut telah merubah
pardigma pembangunan dan sentralistik
menjadi desentralisasi. Salah satu wujud
implementasi Undang-Undang tersebut
adalah bahwa pemerintah daerah telah
berusaha untuk menggali berbagai potensi
yang ada di daerahnya dalam rangka
untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Demikian juga dalam penyusunan
perencanaan dan pelaksanaan
pembangunan daerah juga telah banyak
berorientasi pada pemberdayaan Usaha
Kecil dan Mecnengah serta masyarakat
pedesaan. Hal tersebut ditandai semakin
meningkatnya anggaran pembangunan
yang  dialokasikan untuk  kegiatan
pembangunan pedesaan, baik menyangkut
pembangunan fisik maupuf

Nomor
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pcmbcrdaynnn masyarakat

Salah satu bentuk kepedulian pemerintah

pedesann,

wenee - ’ :
terhadap pengembangan wilayah
pedesaaan adalah  adanya  anggparan
pembangunan - secara khusus  yang

dicantumkan dalam Anggaran Pendapatan
dan Belanja  Daerah  (APBD) untuk
pembangunan wilayah pedesaan, yakni
dalam bentuk Alokasi Dana Desa (ADD).
sebagai tombak

dalam susunan

Desa
pemerintahan
pemerintahan di negara Indonesia juga
mengemban amanat otononomi sebagai
konsekuensi pelaksanaan otonomi daerah
yang mulai diberlakukan semenjak Tahun
1999. Dalam upaya peningkatan peran
pemerintahan  desa dalam memberikan

pelayanan dasar kepada masyarakat dan
masyarakat maka

ujung
hirarki

pemberdayaan
pemerintahan desa perlu didukung dana

dalam melaksanakan tugas-tugasnya baik
di bidang pemerintahan maupun bidang
pembangunan.

Desa ~ mempunyai hak
memperoleh bagi hasil pajak daera
retribusi  dacrah dan bagian dari

perimbangan keuangan pusat dan d
oleh kabupaten/kota.
aten

untuk
h dan
dana
aerah

yang diterima
Bagian perolehan desa dan kabup
discbut Alokasi Dana Desa (ADD) yang
dusalurkan melalui kas desa. Pemberian

ADD merupakan wujud pemenuhan hak
untuk menyclenggarakan

otonominya agar tumbuh dan berkembang

berdasarkan keanekaragaman, partisipasl,
demokratis:nsi dan

desa

otonomi  asli,
pemberdayaan masyarakat itu sendirl
Salah satu kondisi Yyang

menyebabkan senjangan anggaran 2

dapat
dalah
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adanya informasi asimetri informasi. Bagi
yang
dengan

tl||llilll perencanin, anggaran

dilaporkan  scharusnya  sama
kincrja yang diharapkan, Namun karcna
informasi  bawahan lebih batk  daripada
atasan, maka  bawahan  mengambil
kesempatan dan partisipasi penganggaran
dengan memberikan informasi yang bias
dan informasi pribadi mercka, scrta
membuat budget yang mudah dicapai,
sehingga terjadilah senjangan anggaran
(yaitu dengan melaporkan — anggaran

dibawah kinerja yang diharapkan).

Oleh karena terdapat informasi
asimetri, maka proses penyusunan
anggaran  secara partisipasi ~ sangat
dibutuhkan. Hal ini karena, dengan

penyusunan anggaran partisipatif dapat
terjadi pertukaran informasi. Baik antara
atasan dengan bawahan (secara vertikal),
maupun antara manajemen yang sama
Semakin  besar
semakin

dalam proses
dengan

dapat

horizontal).
asinietri,

(secara
informasi
dibutuhkan
penganggaran.
partisipasi ~ penganggaran
mengurangi terjadinya informasi asimetri.
Selain itu, hal lain yang mempunyai
pengaruh terhadap kecenderungan
bawahan untuk mclakukan budgetary
adalah motivasi. Davis dan
88) menyatakan bahwa
memiliki tujuan  yang
akan terdorong untuk

besar
partisipasi

Diharapkan
akan

slack
Newtrom (1994:
setiap karyawan
berbeda dan mereka

bekerja  apabila mercka  memiliki
keyakinan bahwa pekerjaan mereka akan
berhasil.  Selanjutny? hal lain  yang
mempunyai pengaruh terhadap
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kecenderungan bawahan untuk melakukan
budgetary slack adalah budaya organisasi.

Budaya organisasi mempengaruhi
cara manusia bertindak dalam organisasi.
Budaya berkaitan dengan cara seseorang
menganggap pekerjaan, sama
dengan rekan kerja, dan memandang masa
depan. Budaya mampu
menjelaskan ketidakseragaman pandangan
pimpinan atas etis tidaknya budgetary
slack. Sesuai dengan Theory Agency,
bawahan akan membuat target yang lebih
mudah untuk dicapai

membuat

bekerja

organisasi

dengan cara
target anggaran yang lebih
rendah pada sisi pendapatan, dan
membuat ajuan biaya yang lebih tinggi
pada sisi biaya.

Budgetary slack bisa dipengaruhi
oleh beberapa faktor termasuk diantaranya
partisipasi bawahan dalam penyusunan
anggaran. Budgetary slack terjadi karena
bawahan memberi informasi yang bias
kepada atasan dengan cara melaporkan
biaya yang lebih besar atau melaporkan
pendapatan yang lebih rendah. Karena
adanya keinginan untuk menghindari
terlibat dalam
penyusunan anggaran cenderung untuk
melakukan budgetary slack. Semakin

tinggi resiko, bawahan yang berpartisipasi

resiko, bawahan yang

dalam  penyusunan anggaran  akan
melakukan budgetary slack.

Hal ini ditunjukkan dari hasil
penelitian  bahwa  interaksi  antara

partisipasi, informasi asimetri dan budget
emphasis mempunyai hubungan yang
negatif dengan budgetary siack tetapi
korelasinya signifikan. Hal inj terjadi
ketika partisipasi, informasi asimetri dan

104

budget emphasis tinggi maka budgera;y
slack menjadi rendah dan Sebalil«;nya
apabila partisipasi, informasi asimetri dan
budget emphasis rendah maka budge;g,y
slack menjadi tinggi. Adanya informag;
simetri akan berpengaruh negatif terhadap
hubungan antara partisipasi dan budgem,y
slack.

Sedangkan antara
partisipasi penganggaran dan budgermy
slack, dan hasil penelitian menunjukkap
bahwa partisipasi penganggaran
berpengaruh positif signifikan terhadap
slack,

hubungan

budgetary informasi
mempunyai pengaruh negatif tetapi
signidikan terhadap hubungan partisipas;
penganggaran dengan budgetary slack,
budaya organisasi tidak mempunyai
pengaruh terhadap hubungan partisipasi
penganggaran dengan budgetary slack.
Program  pemberdayaan  adalah
sebuah konsep yang lahir dari pemikiran
yang pada
pembangunan berpusat pada
rakyat/masyarakat. United Nations Center
for Regional Development (UNCDR)
(1985) mengemukakan
pengertian  pembangunan
yang terdiri dari:
a. Pembangunan
pengadaan
Interpretasi

asimetri

bertumpu paradigra

adanya tiga

masyarakat

masyarakat  sebagai
pelayanan  masyarakat.
pembangunan
demikian itu merupakan kelengkapan
dan  strategi  kebutuhan
Pembangunan masyarakat dalam hal
ini  identik
pelayanan
fasilitas

yang
pokok.

peningkatan
sosial pemberian
sosial  seperti fasilitas
kesehatan, peningkatan gizi, fasilitas

dengan
dan
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pendidikan, sanitasi, dan scbagainya
yang di
meningkatkan

dalam  keseluruhannya

kesejahteraan
masyarakat.
b. Pembangunan  masyarakat  sebagai
upaya terencana untuk mencapai tujuan
nasional yang kompleks dan bervariasi.
Di banyak pembangunan
masyarakat diartikan scbagil upaya
untuk mencapai tujuan sosial (social

goals) yang sulit diukur

negara,

seperti
keadilan, pemerataan, peningkatan

budaya (culture promotion), kedamaian

pikiran  (peace of mind) dan
sebagainya.

c. Pembangunan masyarakat sebagai
upaya yang terencana demi

meningkatkan kemampuan masyarakat
untuk membangun. Paradigma yang
digunakan pembangunan
berpusat pada manusia (people
centered development). Di sini manusia
fokus
pembangunan,
sebagai anggota masyarakat dalam
kemauan mereka

adalah

menjadi dan sumber utama

kemampuan manusia

memobilisasikan

untuk berpartisipasi aktif dalam proses

pengambilan keputusan yang
menyangkut diri mereka.

Untuk itu upaya pemberdayaan dapat

dilakukan dengan tiga langkah:

Pertama, menciptakan suasana atau
iklim yang memungkinkan masyarakat
untuk berkembang. Kedua, memperkuat
potensi atau daya yang dimiliki
masyarakat (empowering). Ketiga,
melindungi (protecting), sehingga proses
wpemberdayaan harus mencegah yang
lemah menjadi semakin lemah akibat
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kurang berdaya dalam menghadapi yang
kuat. (Kartasasmita :1997).

Sementara Mocljarto (1993)
melontarkan  enam  langkah  konkret
pemberdayaan yaitu dengan cara:

a. Meningkatkan kesadaran kritis
masyarakat atas posisinya dalam
struktur tempat orang miskin tersebut
tinggal.

b. Berupaya memutuskan hubungan yang
bersifat eksploitatif terhadap lapisan
orang miskin. Artinya membiarkan
kesadaran kritis orang miskin muncul
untuk melakukan reorganisasi dalam

rangka meningkatkan produktivitas
kerja dan kualitas hidupnya.

¢. Menanamkan rasa kebersamaan
(egalitarian) dan memberikan

gambaran bahwa kemiskinan bukanlah
takdir
konstruksi sosial.

tetapi sebagai penjelmaan

d. Merealisasi perumusan pembangunan
dengan melibatkan masyarakat miskin
secara penuh.

e. Perlunya pembangunan sosial dan
budaya bagi masyarakat miskin dan

f. Perlunya
pembangunan yang lebih merata.

Seperti juga program pemerintah

yang lain, sctiap jenis program dan

redistribusi prasarana

kegiatan pembangunan yang dilakukan
pemerintah pasti bertujuan agar dapat
manfaat yang
besarnya  bagi  kesejahteraan
kemakmuran masyarakat desa, termasuk
program bantuan langsung ADD ini.
Salah satu cara untuk mengetahui
seberapa besar dampak program tersebut
terhadap kegiatan pembangunan dapat

memberikan sebesar-

dan
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dilihat dan kontribusi program terscbut
terhadap aktivitas pembangunan di desa
Karangwidoro, DAU,
Kabupaten Malang.

Karena program bantuan langsung
ADD ini diserahkan dalam bentuk uang
tunai yang dialokasikan untuk kegiatan
pembangunan di desa yang bersangkutan,
lentunya program ini akan mempunyai
kontribusi terhadap pendapatan desa
maupun kebutuhan dana pembangunan

Kecamatan

desa tersebut. Berdasarkan hasil
kuesioner, diketahui bahwa bantuan
langsung  ADD  dapat memberikan

kontribusi terhadap total kebutuhan dana
pembangunan yang berbeda-beda antara
satu desa dengan desa yang lain. Namun
jawaban yang paling banyak, ADD dapat
memberikan kontribusi antara 25% s/d
50%. Hal tersebut tercermin dari jawaban
responden, yakni sebanyak 10 orang
responden dari 27 total responden atau
sekitar 37% yang mengatakan bahwa
kontribusi ADD terhadap total kebutuhan
dana pembangunan -desa antara 25% s/d
50%.

Selanjutnya salah satu faktor penting
yang perlu diperhatikan dalam evaluasi

program adalah seberapa besar program

tersebut dapat memberikan manfaat
kepada masyarakat. Untuk melihat
kemanfaatan program tersebut

diantaranya dilakukan dengan meminta
tanggapan masyarakat tentang manfaat
yang dirasakan dengan adanya program
tersebut. Semakin banyak masyarakat
yang merasakan adanya manfaat darj
program tersebut menunjukkan bahwa
program tersebut mempunyai dampak
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erary )
yang baik terhadap masyaraky (
berhasil).  Sebaliknya jika
menganggap bahwa  program
tidak banyak memberikan
menunjukkan bahwa program
kurang berhasil ~(dampakny,
Dalam melakukan

pmgfarn
SYarak
lers;_-bul
manraal,
lt:rsebut
rend ah )

analisjs damp,,

program bantuan langsung ADD

: . Crhady
perekonomian desa ini diukyr deﬂgan
beberapa indikator antara lain.
Penyerapan tenaga kerja, kesejah!eraan
masyarakat, PAD Desa, Pelayanan
pemerintaha desa.

Berdasarkan  hasil  survey Yang

dilakukan kepada masyarakat, terlihat
bahwa pelaksanaan program bantuag
ADD yang digulirkan sejak Tahun 2004
mempunyai dampak yang baik terhadap
penyerapan tenaga Kerja di desa tersebyt
Hal ini terlihat dari jawaban responden
yang mengatakan bahwa bantuan program
ADD ini dapat menyerap tenaga kerja
yang cukup banyak Hal tersebut tercermin
dari jawaban respon, tidak satu pun
responden yang mengatakan penyerapan
tenaga kerja rendah.

Sedangkan dampak program ADD
terhadap penyerapan tenaga kerja tinggi
dan responden (50%) mengatakan sedang
dan tidak seorang responden pun yang
mengatakan
terhadap penyerapan tenaga kerja rendab
Tingginya penyerapan tenaga kerja dan
pelaksanaan program ADD ini dapd!
dijelaskan karena kegiatan-kegiatan yans
dilakukan pada pelaksanaan progra®
ADD ini umumnya merupakan kegiatd"
padat karya, seperti pembangunan j_a]an'
pembangunan irigasi dan sebagailf®

dampak program ADD
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sehingga

' memerlukan banyak tenaga
kerja. Tenaga kerja yang dilibatkan
umumnya berasal darj warga  desa
setempat.

Adapun program bantuan langsung
ADD sebagian besar dialokasikan untuk
kegiatan pembangunan fisik, utamanya
infrastruktur penunjang kegiatan ekonomi
seperti jalan, jembatan dan sebagainya,
yang cukup banyak melibatkan tenaga
kerja masyarakat desa setempat. Karena
masyarakat banyak yang terlibat dalam
kegiatan pembangunan tersebut,
masyarakat merasakan adanya manfaat
langsung dari program bantuan tersebut,
yakni kompensasi berupa upah/gaji atas
keterlibatanya dalam
pembangunan tersebut.
langsung berupa gaji/upah, program
bantuan ADD juga menunjang
perekonomian desa, yang pada akhirnya
terhadap

kegiatan
Selain manfaat
ni
berpengaruh peningkatan

kesejahteraan masyarakat desa yang
bersangkutan.

Sebagian besar responden yakni 89%
responden berpendapat bantuan langsung
ADD sangat membantu terhadap
peningkatan Pendapatan Asli Desa dan
hanya sekitar 11% yang menatakan cukup
membantu. Selain dialokasikan untuk
pembangunan bidang perekonomian, qana
bantuan langsung ADD juga dialokasikan

untuk kegiatan pemerintahan desa antara

lain untuk pembelian/pengadaan
sarana/prasarana penunjang
penyelenggaraan ~ pemerintah desa.
Diharapkan dengan adanya bantuan
program ini, penyelenggaraan

lebih baik,

pemerintahan desa menjadi
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schingga pada

meningkatkan

gilirannya dapat
pelayanan kepada
masyarakat. Berdasarkan hasil kuesioner
diketahui bahwa program ADD ini sclain
memberikan manfaat terhadap kegiatan
perekonomian juga
positif terhadap penyelenggaraan
pemerintahan di desa. Hal ini tercermin
dalam jawaban responden yang scbagaian
besar sekitar 94% mengatakan program
ADD  mempunyai

desa berdampak

dampak terhadap
peningkatan pelayanan pemerintah desa
terhadap masyarakat. Dan hanya sekitar
6% yang mengatakan program bantuan
langsung ADD tidak mempunyai dampalk
terhadap pelayanan masyarakat.

Dalam upaya
desa tentunya pemerintah

pemberdayaan
masyarakat
mempunyai

kewajiban untuk

merealisasikan  serangkaian

yang
adanya tindakan pemerintah yang konkret,

program
pembangunan relevan. Tanpa
maka konsep pemberdayaan masyarakat
hanya outopia belaka. Di samping adanya
efektivas dua pendekatan, yaitu (rickle
down effect lewat pertumbuhan yang
cepat dan mendasarkan lebih banyak pada
Tidak  dapat
disangkal peningkatan
kescjahteraan tidak
tanpa pertumbuhan.

intervensi  pemerintah.
bahwa
masyarakat akan
mungkin Namun
terlalu besar untuk mengharapkan tetesan

ke dari pertumbuhan,

menimbulkan

kurang  didukung
Secara historis tetesan ke bawah

bawah

beberapa masalah dan

oleh pengalaman

sejarah.
bermanfaat bagi golongan miskin.
Sehingga rekomendasi akselerasi

Model Principal Agent Dalam Alokasi
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Syalful Arifin,

Dana  Desa  (ADD)  dalam rangka

memperkecil keterlibatan pejabat dacrah

Aksoleras! Modol Princlpol Agent Dalam Alorasi Diang Dysy
( Kf}fﬂfﬁb"]'f on f’o}ﬂbﬂ’ Daorah Dalarn .'/f:,-nf,rp!aﬁa,r, fu J.,J,’. "'""”/ A

iy g,
rz}l
dalam  menciptakan

;Hfj"f“ru
) ’ y.o r}’ -_fq(}
adalah scbagai berikut:

Gambar 3:

Akselerasi Model Principal Agent

Dalam Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Rangy, |
Pemberdaya Dan Partisipasi Masyarakat Desa |

Usulan Pelaksanaan
Program ADD

s |

SYAWARAI DESA
(nnﬁumsl DELEDERATIF)

INSTITUSI REPRESENTASIPOLITIK
WARGA

FUNGQS] LEGESLASI

FUNGS]I KONTROL

FUNOS]1 DUDGETING

FUNGSI KONSULTATIF
ARTIKULATIF

e By

AMETODL
REXEUITMEN

cHIcE AT |
BALANCEY

mmmmesmss———

=

|

KEIPALA BA3A
AMERENTAM DL3A)

AXIT{TABILITAS
TRANTPARLANS]

PEMILIMAN
BIUTYAWARAID

WARGA
{CIVIL & POLITICAL RIGHT)

P AT
MUSTAY ALAM™

Sumber: analisis peneliti, 2013.

akuntabilitas
kinerja instansi pemerintah, diperlukan
kewajiban pertanggungjawaban mulai dari
perencanaan,

Sebagai wujud dari

penyusunan dan
pelaksanaan atas tugas dan fungsinya
dalam mewujudkan visi dan misi serta
tujuan yang telah ditetapkan sehingga
dapat dilaporkan dan dipertanggung-
jawabkan  kepada

masyarakat  yang
diwujudkan dalam bentuk penetapan
anggaran. Hal ini diperlukan agar

optimalisasi dalam pelayanan publik
menjadi prioritas utama karena masih
ditemui  banyak keluhan masyarakat
mengenai pengalokasian anggaran yang
tidak sesuai dengan kebutuhan dan skala
prioritas masyarakat serta berbagai bentuk
pengalokasian anggaran yang kurang
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ULTODT BILYGAN] ATAL
LANGALN0 BERSENSANG

mencerminkan aspek ekonomis, efesiensi
dan  efektivitas  dalam  pengelolaan

anggaran.

KESIMPULAN DAN SARAN
Kesimpulan
slack

Munculnya budgetary

tergantung pada sejauh mana individu
lebih mementingkan diri sendiri atav
bekerja demi kepentingan organisasinya.
Ini merupakan aktualisasi dan tingkat
komitmen yang dimilikinya. Adany3
komitmen  lembaga  yang  kual
menyebabkan individu berusaha untuk
mencapai  tujuan  lembaga  dan
mengutamakan kepentingan lembagany?
Dengan adanya komitmen yang tinggi

maka  budgetary slack akan dapd!

A
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dihindari. Sebaliknya, jika individu
memiliki komitmen yang rendah terhadap
lembaganya, maka akan memungkinkan
terjadinya budgetary slack.
Budgefmy slack
penyusunan
disebabkan
informasi
dengan
merupakan perbedaan informasi yang
dimiliki manajer tingkat atas dengan
pimpinan tingkat bawah karena adanya
sumber

pada
juga
adanya

manajer

proses

dapat
asimetri
(bawahan)
informasi

anggaran
oleh
antara

atasan.  Asimetri

perbedaan dan akses atas
informasi. Partisipasi dari bawahan dalam
menyusun anggaran dapat memberikan
kesempatan untuk memasukkan informasi
lokal. Dengan demikian, bawahan dapat
mengungkapkan
yang
dalam

mengkomunikasikan/
beberapa informasi pribadinya
mungkin  dapat  dimasukkan
anggaran. Di samping itu, bawahan juga
menyembunyikan beberapa

pribadi  sehingga dapat
mempengaruhi  slack. Bawahan dapat
menyembunyikan sebagian dari informasi
pribadi yang mereka miliki dengan
membuat anggaran yang relatif lebih
mudah dicapai dan dengan melaporkan
bawah kinerja yang

dapat
informasi

anggaran di
diharapkan.
Selanjutnya ketidakpastian
lingkungan merupakan salah satu faktor
yang sering menyebabkan lembaga
melakukan penyesuaian terhadap kondisi
lembaga dengan lingkungan. Seseorang
mengalami ketidakpastian karena merasa
tidok memiliki informasi yang cukup
untuk memprediksi keadaan pada masa
yang akan datang. Bagi suatu lembagd
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sumber utama ketidakpastian berasal dari

lingkungan yang meliputi pesaing,
konsumen, pemasok, regulator, dan
teknologi yang dibutuhkan. Kectika

persepsi ketidakpastian lingkungan tinggi,
lembaga akan membutuhkan tambahan
untuk

lingkungan.

informasi mengantisipasi

kompleksitas Semakin
canggih laporan yang dihasilkan dari

informasi akan dapat lebih membantu

mengurangl ketidakpastian dan
memperbaiki kualitas keputusan yang
dibuat. Hal ini selanjutnya akan

memperbaiki kinerja pemerintahan.
Sehingga proses transformasi kearah
pemberdayaan desa terus dilaksanakan
dan didorong oleh semua elemen untuk
menuju otonomi desa yang ‘berdaulat’,
sembari terus menata capacity building
system dan struktur kelembagaan desa
agar terbina sumber daya manusia yang
mampu memanage desa dengan aspiratif,”
transparan dan akuntabel. Dan ini juga
menjadi kewajiban pemerintah daerah
yang ada diatasnya untuk membina dan
memberdayakan agar kapasitas aparatur
desa meningkat.
Dalam  hal dibutuhkan
pemahaman yang sama seluruh perangkat
desa sebagai ujung tombak pembangunan
desa. Kesiapan dalam rangka pemanfaatan
ADD secara optimal serta kesiapan untuk
memahami persoalan-persoalan desa.
Sehingga ADD terarah pada sasaran
program- program yang tepat. Scring.kita
jumpai penggunaan dana alokasi tidak

ini suatu

tepat sasaran sehingga dapat
menimbulkan pemborosan sumber-
sumber ~ pembangunan desa.  Oleh
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miful Anfin, Aksele
YRLAR Kotethba

karenanya sudah menjadi kepiatan yanpt
mendesak dalam pcnuuzklnluu
pemberdayaan desa dengan memberikan
Kemampuan aparat untuk melaksanakan

tugas dan tanggung jawabnya.

Saran
1. Perlu peningkatan bantuan langsung
ADD yang disertai mekanisme kontrol
secara efektif dan diikuti partisipasi
masyarakat yang lebih besar, untuk
mempercepat pembangunan pedesaan.

- Agar dana bantuan langsung ADD
dapat dimanfaatkan secara optimal
pencairannya segera dilakukan pada
awal periode anggaran, sehingga
masyarakat mempunyai waktu lebih

2

panjang untuk memanfaatkan dana
tersebut.
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